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ABSTRAK: - Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan
sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan
fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap
instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-

masing;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjaa

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



CATATAN:

Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib
menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN
2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 20I15-2019 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU
/1/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum ini diatur penetapan indikator kinerja
utama di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lahat tahun 2026 yang

tercantum dalam lampiran | dan lampiran I;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2026;

Lampiran: 28 halaman.



